
 

 

 

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 
 

NOMOR  25 TAHUN  2020 
  

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

 
Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan  Daerah  Kabupaten Seram Bagian Timur  Nomor 04 

Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kababupaten 

Seram Bagian Timur  Tahun Anggaran 2019, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten 

Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019; 
Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 40  Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram 

Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 



 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

23. Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

24. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 



 

 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
26. Peraturan Bupati  Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah ; 
27. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati  Seram Bagaian Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Timur ; 
28. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
29. Peraturan Bupati  Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor  25 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN   ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN  ANGGARAN  2019. 
 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas :  
(1) Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.    26.425.725.665,47,- 
b. Dana Perimbangan  Rp.  784.826.648.960,00,- 
c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp.  157.091.045.400,00,- 

d. Transfer Pemerintah Provinsi                  Rp.    14.101.209.896,00,- 
e. Lain-Lain Pendapatan                                    Rp.    20.082.933.559,68,- 
                      Jumlah Pendapatan                                 Rp. 1.002.527.563.481,15,- 

 
(2) Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1. Belanja Pegawai  Rp.  267.476.778.245,00,- 



 

 

2. Belanja Bunga  Rp.           69.174.658,00,- 

3. Belanja Subsidi  Rp       8.566.845.000,00,- 
4. Belanja Hibah  Rp.    15.760.000.000,00,- 

5. Belanja Bantuan Sosial  Rp.    17.295.899.000,00,- 
6. Belanja Bagi Hasil  Rp.                              00,- 
7. Belanja Bantuan Keuangan  Rp   220.579.404.040,00,- 

8. Belanja Tidak Terduga Rp.     3.123.110.000,00,- 
Rp   532.871.210.943,00,- 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai           Rp.   21.230.161.049,54,- 
2. Belanja Barang dan Jasa                   Rp. 253.030.457.575,80,- 

3. Belanja Modal           Rp. 222.254.401.701,60,- 
Rp.   496.515.020.326,94,- 

    Jumlah Belanja       Rp.1.029.386.231.269,94,- 

 
    Surplus/(Defisit)               Rp.   (26.858.667.788,79,-)  

(3) Pembiayaan 
a. Penerimaan            Rp. 54.080.918.364,07,- 
b. Pengeluaran            Rp.   4.600.000.000,00,- 

 
Jumlah Pembiayaan Netto                 Rp. 49.480.918.364,07,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan                Rp. 22.622.250.575,29,- 
 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Seram 
Bagian Timur ini. 
 

   Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dirincikan lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 
 



 

 

    Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Bupati Seram 
Bagian Timur ini. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Seram Bagian Timur ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Timur. 
 

Ditetapkan di Bula 
pada tanggal 2 November 2020 

 

        Pjs. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 
 

 
                                 

 

H A D I 
 

Diundangkan di  Bula 
pada tanggal 2 November 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,         
                                                    

  
        

SYARIF MAKMUR 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 426 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

NOMOR 25 TAHUN  2020 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 
 

I. UMUM 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal  1 

Cukup Jelas 
 
Pasal  2 

Cukup Jelas 
Pasal  3 

Cukup Jelas 
 
Pasal  4 

Cukup Jelas 
 

Pasal  5 
Cukup Jelas 

 

Pasal  6 
Cukup Jelas 
 

 
 

 


